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BAGI l<ELOMPOK LANJUT USIA 

GERMAS 

Perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menunjukkan 

bahwa akhir-akhir ini terjadi peni11gkatan kembali kasus COVID-19 di Indonesia. Lanjut 

usia (lansia) merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi menderita COVID-19 

berat. Dengan mempertimbangkan tingginya risiko kasus COVID-19 berat pada 

kelompok lansia dan rekomendasi Komite Ahli Penasihat Ahli lmunisasi Nasional 

(Indonesia Technical Advisory Gmup on lmmunization/lTAGI) berdasarkan surat nomor 

ITAGI/SR/11/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis 

Booster Kedua, maka diperlukar. upaya untuk memberikan vaksinasi COVID-19 dosis 

booster ke-2 bagi lansia. 

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama 

pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan Kesehatan penyelenggara layanan 

imunisasi, baik pemerintah maL1pun swasta, dalam melakukan vaksinasi COVID-19 

booster ke-2 bagi lansia. 
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